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BABI

PENDAHULUAN

1.1LatarBelakangMasalah

Peranan hukum dalam pembangunan bangsa akan membawa

konsekuensiterjadinyaprosesperubahandanpembaharuanpranata

yangada,termasukfungsihukum dandalam pelaksanaankebijakan

pembangunan bangsa.1 Indonesia adalah negara hukum pada

hakikatnya hukum berfungsi sebagai pelindung manusia agar

kepentingan manusia terlindungi, Hukum harus dilaksanakan.

Pelaksanaanhukum itudapatterjadisecaranormal,tetapijugadapat

terjadipelanggaranhukum.Setiapwarganegarawajib“Menjunjung

Hukum”.Kenyataansehari-hari,warganegarayanglalaiatausengaja

tidakmelaksanakankewajibannyasehinggamerugikanmasyarakat,

dikatakanbahwawarganegaratersebut“MelanggarHukum”karena

kewajibantersebuttelahditentukanberdasarkanhukum.2

Dalam kehidupanmanusia,hukum ituadalahalatuntukmencapai

tujuan.MenurutAritoteles(384-322SM)memandangbahwakeadilan

itu dapatdibedakan ataskeadilan distributifdan keadilan korektif,

dimana keadilan distributif menyangkut soalpembagian kepada

masing-masing sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat,

1Ediwarman,2014,PenegakanHukum dalam PerspektifKriminologi,GentaPublishing,
Yogyakarta,hlm.31.
2LedenMarpaung,2011,ProsesPenangananPerkaraPidana(Penyidikandan
Penyelidikan),SinarGrafika,Jakarta,hlm.22.
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sedangkankeadilankorektifmemberikanukuranuntukmenjalankan

hukum sehari-hari3

Anakadalahbagianyangtidakterpisahkandarikeberlangsungan

hidupmanusiadankeberlangsunganhidupbangsadannegara.Anak

memilikiperanstrategisyangsecarategasdinyatakanbahwanegara

menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan

berkembang,sertaatasperlindungandarikekerasandandiskriminasi.

Oleh karena itu,kepentingan terbaik menurutanak patutdihayati

sebagaikepentinganterbaikbagikelangsunganhidupumatmanusia.

KonsekuensidariketentuanPasal28BUndang-undangDasarNegara

RepubikIndonesiaTahun1995perluditindaklanjutidenganmembuat

kebijakanPemerintahyangbertujuanmelindungianak.4

SaatinialattransportasidiIndonesiamengalamiperkembangan

yang sangatpesattidak hanya darisegikualitas tetapidarisegi

kuantitasnya.Meskipunaturanberlalulintastelahdiatursecarajelasdi

dalam Undang-undangNomor22Tahun2009TentangLaluLintasdan

Angkutan Jalan namun,pelanggaran-pelanggaran tetap dilakukan.5

Berbagaipelanggaranyaitutidakmemenuhipersyaratanpengemudi

yangdilakukanolehanakdibawahumur.Pelanggaranperaturanlalu

lintastersebutterutamadapatditemukankarenatidakterpenuhinya

3MuhammadErwindanFirmanFreaddyBusro,2012,PengantarIlmuHukum,Refika
Aditama,Bandung,hlm.10.
4Penjelasanbagianumum UUNo.11Tahun2012TentangSistem PeradilanPidanaAnak
5https://ojs/unud/ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/24964
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kelengkapanSuratIzinMengemudi(SIM).

Permasalahantersebutterjadikarenakurangnyakesadaranorang

tua dan anak-anak tentang UU LLAJ tentang syaratusia dalam

menggunakan kendaraan sepeda motor. Setiap orang yang

mengemudikan sepeda motordijalan wajib memilikiSIM sesuai

peraturanyangtermuatdalam Pasal77ayat(1)UULLAJyangberisi:

(1)Setiap orang yang mengemudiKendaraan Bermotordijalan

wajib memilikiSuratIzin Mengemudisesuaidengan jenis

KendaraanBermotoryangdikemudikan.

UntukmendapatkanSIM sebagaimanadimaksuddalam pasal77

tersebut,setiaporangharusmemenuhipersyaratansesuaidengan

peraturanyangtermuatdalam pasal81ayat(1)dan(2)hurufaUU

LLAJyangberisi:

(1)Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal77 ayat (1),setiap orang harus

memenuhipersyaratanusia,administrasi,Kesehatan,danlulus

ujian.

(2)Syaratusiasebagaimanadimaksuddalam ayat(1)ditentukan

palingrendahsebagaiberikut:

a.Usia17(tujuhbelas)TahununtuksuratizinMengemudiA,

SuratIzinMengemudiC,SuratIzinMengemudiD.
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Berdasarkan peraturan diatas maka sesorang yang mengendarai

kendaraan sepedamotorharuslah memilikisim dan persyaratan usia

untukadministrasidalam penggunaan kendaraan sepeda motorialah

minimal17(tujuhbelas)Tahun,dansudahmemilikiKTP(KartuTanda

Penduduk).Apabilapersyaratanbatasusiapengemudikendaraantersebut

tidak dipenuhimaka seseorang tidak boleh mengendaraikendaraan

bermotorkhususnyakendaraansepedamotor.6 Banyaknyapengemudi

sepedamotorolehanakdibawahumurtujuhbelastahundikotaGorontalo

sudah menjadihalbiasa.Tidaksedikitkasus pelanggaran lalu lintas

kendaraansepedamotordilakukanolehanak-anak.Contohnyasalahsatu

kasuskecelakaanLaluLintasyangmengakibatkanlukaberatbagiorang

lain sepertiyang terjadidikota Gorontalo,Khususnya dijalan gelatik.

TerdakwaAnakyangmengemudikankendaraanbermotor(Bentor)dengan

nomorpolisiDM 2183FFyangbrgerakdengankecepatan50-60km/jam

danhendakmendahuluibentoryangadadidepannyanamun,bentoryang

dikendaraiolehterdakwaAnakdengannomorpolisDM 2183FFhilang

kendalibergerak oleng mengambiljalur sebelah ka nan,sehingga

menabraksepedamotordengannomorpolisiDM 2286AG.Sehingga

akibatdarikecelakaanLaluLintastersebut,korbanmengalamilukalecet

dibagiansikusebelahkanandankakisebelahkananmengalamilukaserta

terasasakitdikarenakanmengalamipatahtulangkakikanan.Padakasus

inibahwaterdakwahanaktelahterbuktisecarasahdanmenyakinkan

66AnastasiaNovitaMarbun,2017,PeranPolisiuntukMengimplementasikanPasal81
ayat(2)Undang-undangNomor22Tahun2009tentangLaluLintasdanAngkutanJalan
mengenaisyaratusiapengendarasepedamotor,ArticleUnimed.
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bersalahmelakukantindakpidana“karenakelalaiannyamengakibatkan

orang luka berat”. Atas perbuatannya terdakwa anak ini, hakim

menjatuhkanpidanapenjaraselama7(tujuh)bulan.

Ketikaterjadikecelakaanlalulintasjalanyangdilakukanolehanak

makaTahapawalpenyelesaianperkaratindakpidanakecelakaanlalu

lintassecarahukum danmenerapkanketentuanhukum yangberlaku,

denganmenggunakanpendekatanRestorativeJusticesebagaimana

dimaksud padaPasal1 angka6 Undang-undang Sistem Peradilan

PidanaAnakbahwaRestorativejusticeadalahprosespenyelesaian

perkarahukum dengancaraperdamaianantarapelaku,korbandan

keluargakeduabelahpihakdanpihaklainyangterkaituntukbersama-

samamencaripenyelesaianyangadildenganmenekankanpemuliahan

kembalipadakeadaansemula,danbukanpembalasan.7

Namun,penyelesaianperkaradenganmenggunakanpendekatan

Restorativejusticedalam perkarakecelakaanlalulintasjalanyang

berakibatKorbanLukaberat,sertakerugianmaterialsecarayuridis

dianggapbertentangandenganketentuan hukum pidanadanhukum

acarapidana,sehinggaproseshukum terhadap pelaku tetap akan

berlanjut dipersidangan sampai adanya putusan hakim yang

berkekuatanhukum.

7DhenyWahyudhi,2015,PerlindunganTerhadapAnakyangberhadapandenganHukum
MelaluiPendekatanRestoratifJustice,Jakarta:SinarGrafika,hlm.151.
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ProsespenyelesaianperkaradiPengadilanterhadapkecelakaan

lalulintasjalanolehanak,padahakikatnyaketikaterjadikecelakaan

lalu lintas,maka secarahukum pelakunya harusmempertanggung

jawabkanperbuatannyaataukelalaiannya.Dalam pasal310yaitu:

(1)Setiaporangyangmengemudikankendaraansepedamotoryang

karenakelalaiannyamengakibatkankecelakaanLalulintasdengan

kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud

dalam pasal229ayat(2),dipidanapenjarapalinglama6(enam)

bulandan/ataudendapalingbanyakRp.1.000.000,00(Satujuta

rupiah).

(2)Setiaporangyangmengemudikankendaraansepedamotoryang

karenakelalainnyamengakibatkanKorbanLukaRingandengan

kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud

dalam pasal229ayat(3),dipidanadenganpenjarapalinglama1

(satu)tahundan/ataudendapalingbanyakRp.2.000.000,00(Dua

jutarupiah).

(3)Setiaporangyangmengemudikankendaraansepedamotoryang

karenakelalaiannyamengakibatkanKecelakaanlalulintasdengan

korbanLukaBeratsebagaimanadimaksuddalam pasal229ayat(4)

akandipidanakurunganpalinglama5(lima)tahundan/ataudenda

palingbanyakRp.10.000.000(sepuluhjutarupiah).

(4)Dalam halkecelakaansebagaimanayangdimaksudpadaayat(3)
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yangmengakibatkanoranglainmeninggaldunia,dipidanapaling

banyakRp.12.000.000,00(duabelasjutarupiah).

DilihatdariketentuanPasaldiatasyangmengaturmengenaisanksi

terhadapkecelakaanlalulintasdengankorbanlukaberatsebagaimana

diaturdalam Pasal310ayat(3)Undang-undangNomor22Tahun2009

tentangLaluLintasdanAngkutanJalanmenyebutkanbahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotoryang

karenakelalaiannyamengakibatkankecelakaanlalulintassehingga

menimbulkankorbanlukaberatsebagaimanadimaksuddalam Pasal

229ayat(4)akandipidana,denganpidanapenjarapalinglama5(lima)

tahundan/ataudendaRp.10.000.000,00(Sepeuluhjutarupiah).Tetapi

pada Putusan Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2019/PN GTO, Hakim

menjatuhkan pidanakepada Anakdengan pidana7 (tujuah)Bulan

penjaradandendasebanyakRp.2.000.000,00(Duajutarupiah).

Berdasarkan haltersebut,makapenulistertarikuntukmengkaji

lebih jauh mengenaikecelakaan lalu lintas jalan dan melakukan

penelitiandenganjudul“PenerapanSanksiPidanaTerhadapAnak

yang menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Putusan Nomor

13/PID.SUS-ANAK/2019/PNGTO)”.

1.2RumusanMasalah

1.BagaimanaPenerapanPidanaterhadapAnakyangmenyebabkan

kecelakaanlalulintassehinggamenimbulkankorbanlukaberat?
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2.Apakah yang menjadipertimbangan hakim dalam menjatuhkan

pidanaterhadapanakyangmenyebabkankecelakaanlalulintas

sehinggamenimbulkankorbanlukaberat?

1.3TujuanPenelitian

Adapuntujuanpenelitianinisebagaiberikut:

1.Untuk mengetahui Penerapan Pidana terhadap Anak yang

menyebabkankecelakaanlalulintassehinggamenimbulkankorban

lukaberat.

2.Untukmengetahuipertimbanganhakim dalam menjatuhkanpidana

terhadapanakyangmenyebabkankecelakaanlalulintassehingga

menimbulkankorbanlukaberat.

1.4ManfaatPenelitian

Darihasilinidiharapkandapatmemberikanmanfaatsebagaiberikut:

1.KegunaanTeoritis

Hasilpenelitianinisecarakhususbermanfaatbagipenulisdalam

rangka menganalisa dan menjawab perumusan masalah dalam

proposal.Selainitu,penelitian inibermanfaatuntukmenambah

pengetahuandansumbanganpemikirantentangilmuhukum.

2.KegunaanPraktis
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Memberikansumbangsihdanmasukanbagiindividu,masyarakat,

danpihak-pihakyangberkepentingandalam menjawabbagaimana

penerapanpidanaterhadapanakyangmenyebabkankecelakaan

lalulintassehinggamenimbulkankorbanlukaberat.

BABII

TINJAUANPUSTAKA

2.1Tinjauanumum tentangTindakPidana

2.1.1PengertianTindakPidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa latin disebutdengan

delictum atau delictayaitu delik,dalam BahasaInggristindak



10

pidanadikenaldenganistilahdelict.Istilahyangumum dipakai

dalam Perundangan-undangansendiriadalah“TindakPidana“,

suatuistilahyangsebenarnyatidaktepat,karenadelikitudapat

dilakukantanpaberbuatataubertindak,yangdisebutpengabaikan

(Belanda:Nalaten;Inggris:Negligence)perbuatanyangdiharuskan.

Olehkarenaitu,orangBelandamemakaiistilahstafboardfeit,

yang jika diterjemahkan harfiah berartiperistiwa yang dapat

dipidana.Dipakaiistilahfeitmaksudnyameliputiperbuatandan

pengabaian.8

SimonsmenerangkanbahwaStafboardfeitadalahkelakuan

(handeling)yangdiancam denganpidana,yaitubersifatmelawan

hukum,yangberhubungandengankesalahandanyangdilakukan

olehorangyangmampubertanggungjawab.

Valen Hamelmerumuskan bahwa Stafboard feit adalah

kelakuanorang(menselijkegedraging)yangdirumuskandalam

wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana

(strafwarding)dandilakukandengankesalahan.9

2.1.2 Unsur-unsurTindakPidana

Mengikutiasas yang berlaku dalam hukum pidana,maka

seseorang tidakdapatdipersalahkan melakukan tindakpidana

apabilatindakpidanatersebutbelum dirumuskandidalam undang

8AndiHamzah,2019,TerminologiHukum Pidana,SinarGrafika,Jakarta,hlm.48.
9Moeljatno,1983,Asaz-asasHukum Pidana,BinaAksara,hlm.52
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-undang.sekalipunperkembanganmutakhirdalam hukum pidana

menunjukan,bahwaasashukum tersebuttidaklagiditerapkan

secara rigid atau kaku,tetapiasas hukum tersebutsampai

sekarang telah dipertahankan sebagai asas yang sangat

fundamentaldalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai

modifikasidanperkembangan.Dengandemikianseseoranghanya

dapatdipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang

tersebutmelakukan perbuatan yang telah dirumsukan dalam

ketentuanUndang-undangsebagaiTindakPidana.

Perbuatandikategorikansebagaitindakpidanabilamemenuhi

unsur-unsur(Lamintang,1997:184)sebagaiberikut:

1.Harusadaperbuatanmanusia;

2.Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan

perumusanpasaldariUndang-undangyangbersangkutan;

3.Perbuatanitumelawanhukum (tidakadaalasanpemaaaf);

4.Dapatdipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Moeljatno (Djiko Prakoso, 1988:104)

menyatakanbahwa:

1.Kelakuandanakibat

2.Halikhwalataukeadaanyangmenyertaiperbuatan

3.Keadaantambahanyangmemberatkanpidana
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4.Unsurmelawanhukum yangobjektif

5.Unsurmelawanhukum yangsubjektif

Selanjutnya,menurutSatochidKertanegara(LadengMarpaung,

2005:10)mengemukakanbahwa:unsurtindakpidanaterdiriatas

unsurobjektifdanunsursubjektif.Unsurobjektifadalahunsuryang

terdapatdiluardarimanusia,yaituberupa:

1.Suatutindakan;

2.Suatuakibat;

3.Keadaan(omstandingheid)

Semuaitudilarangdandiancam denganhukumanolehUndang-

undang.Unsursubjektifadalahunsur-unsuryangterdapatdalam

diripelaku(deader)yangberupa:

1.Kemampuan(tperekeningsyatyaarheid);

2.Kesalahan(schuld).10

2.2 PidanadanPemidanaan

2.2.1 PengertianPidana

Hukum pidana ainimempunyaiartiumum dan dapat

diartikan,hukum pidanaadalahaturan-aturanyangberlakudan

diberlakukandilingkunganmasyarakatuntukmengatursegala

10K.Wantjik,2012,TindakPidana,GhaliaIndonesia,Jakarta,hlm.28
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jenistindakan-tindakanyangtidaksesuaidenganaturan-aturan

yangsudahdiberlakukansecaratertulismaupuntidaktertulis

yangtentangdalam pengesahan.11

BeberapaAhlihukum pidanamemberikandefinisiberbeda

mengenaiHukum Pidanadiantaranya:

Simons,hukum pidana merupakan keseluruhan larangan

atauperintahyangolehnegaradiancam dengannestapayaitu

suatu “Pidana”apabila tidak ditaati.Keseluruhan peraturan

yangmenetapkansyarat-syaratuntukpenjatuhanpidana,dan

keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk

penjatuhanpenerapanpidana.

Van Hamelmemberikan Batasan bahwa,hukum pidana

merupakan keseluruhan dasardan aturan yang dianutoleh

negara dalam kewajibannya untukmenegakan hukum yakni

dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum

(omrecht) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan)

kepadayangmelanggarlarangantersebut.12

Sudarto,pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara

kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap

ketentuanUndang-undang(Hukum Pidana),sengajaagardiberikan

11ExtrixMangkepriyanto,2019,Hukum PidanadanKriminologi,GuepediaPublisher,
Jakarta,hlm.19
12DidikEndroPurwoleksono,2014,Hukum Pidana,AirlanggaUniversityPress,Surabaya,
hlm.4



14

sebagainestapa.

Selanjutnya soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan

pengertian hukum pidana,makatidakterlepasdariKUHP yang

memuatduahalpokok,yakni:

1)Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang

diancam pidana,artinya KUHP memuatsyarat-syaratyang

harusdipenuhiyangmemungkinkanpengadilanmenjatuhkan

pidana,jadidisiniseolah-olah Negara menyatakan kepada

umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-

perbuatanapayangdilarangdansiapayangdapatdipidana.

2)KUHPmenetapkandanmengumumkanreaksiapayangakan

diterimaolehorangyangmelakukanperbuatanyangdilarang

itu.

Moeljatno mengatakanbahwa,hukum pidanaadalahbagian

darikeseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara,yang

mengadakandasar-dasardanaturanuntuk:

1)Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh

dilakukan,yangdilarang,dengandisertaiancamanatausanksi

berupapidanatertentubagibarang siapamelanggarlarang

tersebut.

2)Menentukankapandandalam hal-halapakepadamerekayang

telahmelanggarlarangan-laranganitudapatdikenakanatau
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dijatuhipidanasebagaimanayangtelahdiancamkan.

3)Menentukandengancarabagaimanapengenaanpidanayaitu

dapatdilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah

melanggarlarangantersebut.13

Hukum pidana yaitu terdiridarinorma-norma yang berisi

keharusan dan larangan yang oleh pembentuk Undang-undang

dikaitkan dengan sanksi berupa pemidanaan, yaitu suatu

penderitaan atau nestapa.Hukum pidana dibagidalam hukum

pidanamaterildanhukum pidanaformil.

Hukum pidana materilmenunjuk kepada peristiwa-peristiwa

pidana beserta hukumannya dapatdikenaihukuman menurut

hukum Indonesiahanyalahtindakan-tindakanyangolehUndang-

undangdengantegasdinyatakandapatdikenaihukuman.Dengan

perkataanlain,suatutindakanhanyadapatdikenaihukuman,jika

tindakan itu didahuluioleh ancaman hukuman dalam Undang-

undang.Halinidikenaldenganmaxim nullum delictum,nullapoena

sinepraevialegepoegali,sebagaimanaterdapatdalam Pasal1ayat

(1)KitabUndang-undangHukum PidanaIndonesia.Suatuperistiwa

tidakdapatdikenaihukuman,kecualikarenakekuatanPeraturan

Perundang-undanganpidanayangmendahuluinya.14

13RahmanSyamsuddin,2019,PengantarHukum Indoneisa,PrenadamediaGroup,
Jakarta,hlm.59-60.
14TeguhPrasetyo,2018,PengantarIlmuHukum,RajaGrafindoPersada,Jakarta,hlm.
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Tujuanhukum pidanaada2(dua)bagian,yaitu:

1.Untuk menakut-nakutisetiap orang agartidak melakukan

perbuatanpidana(fungsireventivencegahan).

2.Untukmendidikorangyangmelakukanperbuatanpidanaagar

menjadiorangyangbaikdandapatditerimakembalidalam

masyarakatakantentram danaman.15

Jadidapatdisimpulkan,bahwa hukum pidana adalah untuk

melindungimasyarakat,apabilaseorang takutuntukmelakukan

perbuatantidakbaikkarenatakutdihukum,semuaorangdalam

masyarakatakantentram danaman.

2.2.2 TeoriPemidanaan

Pasal10Undang-undangNo.1Tahun1945TentangPeraturan

Hukum PidanajoUndang-undangNo.73Tahun1958menyatakan

berlakunyaUndang-undangNo.1Tahun1946tentangPeraturan

Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia dan

mengubah Hukum pidana (untukselanjutnya disingkatKUHP),

macam-macam pidanaadalahsebagaiberikut:

Pasal10,pidanaterdiriatas:

a)PidanaPokok:

158-159.
15YuliesTienaMasriani,2004,PengantarHukum Indoneisa,SinarGrafika,Jakarta,hlm.
61.
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1)Pidanamati;

2)Pidanapenjara;

3)Kurungan;

4)Denda.

b)Pidanatambahan

1) Pencabutanhak-haktertentu;

2) Perampasanbarang-barangtertentu;

3) Pengumumanputusanhakim.16

Terdapat beberapa Teori Pemidanaan atau Dasar-dasar

PembenarandanTujuanPidana,sebagaiberikut:

1)TeoriAbsoludatauteoripembalasan

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah

melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, pidana

merupakan akibatmutlak yang harus ada sebagaisuatu

pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.Jadi

dasarpembenaran daripidana terletak pada adanya atau

terjadinyakejahatanitusendiri.

MenurutJohannes Andenaes,tujuan utama daripidana

menurut teori absolud ialah untuk memuaskan tuntutan

16Ibid.,hlm.243.
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keadilan sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang

meguntungkanadalahsekunder.17

NigelWalkermembagipenganutteoriretributive dalam

beberapagolonganyaitu:

1.Penganutteoriretributifyaitu murni,berpendapatbahwa

pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si

pembuat.MenurutNigelWalkerhanyagolonganpertamaini

yangmengemukakanalasan-alasanataudasarpembenaran

untuk pengenaan pidana sehingga disebut golongan

“punishesr”ataupenganutaliran/teoripemidanaan.

2.Penganutteoriretributif tidakmurni(denganmodifikasi)

yangdapatpuladibagidalam :

a)Peganutteoriretributifyang murni,yang berpendapat

bahwapidanatidakharussepadanataucocokdengan

kesalahanhanyatidakbolehmelebihibatasyangsepadan

ataucocokdengankesalahanterdakwa.

b)Penganutteoriretributifyangdistributifatau“distributive”

yang berpendapat:pidana janganlah dikenakan pada

orangyangtidakbersalah,tetapipidanajugatidakharus

sepadanataucocokdandibatasiolehkesalahan.Prinsip

“tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati tetapi

17Ibid.,hlm.244.
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dimungkinkan pengecualian misalnya dalam hal“strict

liability”.

JohnKaplanmembedakandalam 2(dua)teori,yaitu:

1.Teoripembalasan,mengandungartibahwa“hutangsipenjahat

telahdibayarkankembali”

2.Teoripenebusandosa,penebusanmengandungartibahwa“si

penjahatmembayarkembalihutangnya”.

2)Teorirelatifatauteoritujuan

Pemidanaanbukanlahuntukmemuaskantuntutanabsolutdan

keadilanpembalasanitusendiritidakmempunyainilai,tetapi

hanyasebagaisaranuntukmelindungikepentinganmasyarakat

sehingga Johannes Andenaes menyebutnya sebagai“Teori

Perlindungan Masyarakat”.NigelWalkermenyebutteoriini

sebagaiteoriatau aliran reduktifkarenadasarpembenaran

pidana menurutteoriiniialah untuk mengurangifrekuensi

kejahatansehinggaparapenganutteoriinidisebutgolongan

Reducers.

3)TeoriGabungan

PellegrinoRossimenganggapbahwapembalasansebagai

asas pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh

melampauibatassuatupembalasanyangadil,namunpidana
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mempunyaiberbagaipengaruh,antaralain:perbaikansesuatu

yangrusakdalam masyarakatdanprevensigeneral.

Berikut dikemukakan pendapat para sarjana berkaitan

dengantujuanpidana,anataralain:

1.RichardD.SchwartzdanJeromeH.Skolnick:

Sanksipidanadimaksudkanuntuk:

a) Mencegahterjadinyapengulangantindakpidana;

b) Mencegahoranglainmelakukanperbuatanyangsama

sepertiyangdilakukansiterpidana;

c) Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif

balasdendam.

2.JohnKaplan

John Kaplan mengemukakan adanya empat teori

mengenaidasar-dasarpembenaran pidana,yaitu :teori

Retribution,deterrence,incapacitation dam rehabilitation.

Dasar-dasarpembenaranyanglainadalah:

a. Untukmenghindaribalasdendam;

b. Adanyapengaruhyangbersifatmendidik;

c. Mempunyaifungsimemeliharaperdamaian.

3.EmileDurkhein:



21

Fungsidaripidanaadalahuntukmenciptakankemungkinan

bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau

diguncangkanolehadanyakejahatan.

4.Founconnet:

Pemidanaan dan pelaksanaan pidana pada hakikatnya

merupakanpenegasankembalinilai-nilaikemasyarakatan

yangtelahdilanggardandirubaholehadanyakejahatanitu.

5.RogerHood:

Sasaranpidanadisampinguntukmencegahsiterpidana

atau pembuatpotensialmelakukan tindak pidana juga

untuk:

a) Memperkuatkembalinilai-nilaisocial;

b) Menetramkan rasa takut masyarakat terhadap

kejahatan.18

2.3TinjauanUmum tentangAnak

2.3.1PengertianAnak

Darisegisosiologisanakdiartikansebagaimahlukciptaan

Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkugan

masyarakatbangsadannegara.Dalam halinianakdiposisikan

sebagaikelompoksocialyangmempunyaistatussocialyanglebih

18Ibid.,hlm.246-247
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rendahdarimasyarakatdilingkungantempatberinteraksi.Makna

anakdalam aspeksocialinilebihmengarahpadaperlindungan

kodratianakitusendiri.19

KitabUndang-undangHukum Pidana(KUHP)mengemukakan,

seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang

mempunyaihak-hakkhususdanperlumendapatkanperlindungan

menurutketentuanhukum yangberlaku.Pengertiananakyang

dalam hukum pidanamenimbulkanaspekhukum positifterhadap

proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk

membentukkepribadiandantanggungjawabyangpadaakhirnya

anaktersebutberhakataskesejahteraanyanglayak.Pengertian

anakdalam KUHPdapatkitaambilcontohdalam pasal287KUHP,

disebutkan bahwa anak dibawah umuradalah apabila anak

tersebutbelum mencapaiusia15(limabelas)Tahun.20

Anakmerupakanharapanbangsadanapabilasudahsampai

saatnyaakanmenggantikangenerasituadalam melanjutkanroda

kehidupannegara.Dengandemikian,anakperludibinadengan

baik agarmereka tidak salah dalam hidupnya kelak.Setiap

komponen bangsa,baik pemerintah maupun nonpemerintah

memilikikewajibanuntuksecaraseriusuntukmemberiperhatian

terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak,komponen-

19http://www.ejurnalunsam.id/index.php.jhsk.article/download/42/43
20http://www.jurnal.umbuton.ac.id/index.php/volgeist/article/download/110/76
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komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak

adalahorangtua,keluarga,masyarakatdanpemerintah.21

Undang-undang Nomor3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

Anak,yangdimaksuddengananakdalam Undang-undanginiyaitu

orangyangdalam perkaraanaknakaltelahmencapaiumur8

(delapan)Tahuntetapibelum mencapaiumur18(delapanbelas)

Tahundanbelum pernahkawin.Anaknakaladalahanakyang

melakukanperbuatanyangdinyatakanterlarangbagianak,baik

menurut Peraturan Perundang-undangan maupun menurut

PeraturanHukum lainyanghidupdanberlakudalam masyarakat

yangbersangkutan.

2.3.2 PerlindunganAnak

BerdasarkanPasal1ayat(2)Undang-undangNomor11Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud

dengananakyangberhadapandenganhukum adalahanakyang

berkonflikdenganhukum,anakyangmenjadikorbantindakpidana,

dansaksitindakpidana.MenurutPasal1ayat(3)Undang-undang

Nomor11Tahun2012tentangSistem PeradilanPidanaAnak

(SPPA)menyatakanbahwaanakyangberhadapandenganhukum

adalahanakyangtelahmencapaiusia12(duabelas)Tahuntetapi

belum mencapai18(delapanbelas)Tahun.

21MaidinGultom,2014,PerlindunganHukum TerhadapAnakdanPerempuan,Refika
Aditama,Bandung,hlm 68-69.
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MenurutApongHerlinadalam bukunya(2014:17)anakyang

berkonflikdenganhukum dapatjugadikatakansebagaianakyang

terpaksaberkonflikdengansystem pengadilanpidanakarena:

a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah

melanggarhukum;atau

b. Telahmenjadikorbanakibatperbuatanpelanggaranhukum

dilakukan orang/kelompok orang/Lembaga negara

terhadapnya;atau

c. Telahmelihat,mendengar,merasakanataumengetahuisuatu

peristiwapelanggaranhukum.22

Anakwajibdilindungi.Pasal1angka2UUNo.23Tahun2002

menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan

untukmenjamindanmelindungianakdanhak-haknyaagardapat

hidup,tumbuh,berkembang,dan berpartisipasisecara optimal

sesuaidengan harkatmartabatkemanusiaan,serta mendapat

perlindungandarikekerasandandiskriminasi.

Perlindungananakadalahsegalausahayangdilakukanuntuk

menciptakankondisiagarsetiapanakdapatmelaksanakanhakdan

kewajibannyademiperkembangandanpertumbuhananaksecara

wajarbaikfisik,mentaldansocial.Perlindungananakmerupakan

perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat,dengan

22ApongHerlina,2004,PerlindunganTerhadapAnakYangBerhadapanDenganHukum,
Jakarta:Unicef,hlm.41.
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demikian perlindungan anakdiusahakan dalam berbagaibidang

kehidupanbernegaradanbermasyarakat.Kegiatanperlindungan

anakmembawaakibathukum,baikdalam kaitannyadenganhukum

tertulismaupunhukum tidaktertulis.Hukum merupakanjaminan

bagikegiatanperlindungananak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedemikian

mungkin,yaitu sejakdarijanin dalam kandungan sampaianak

berusia 18 (delapan belas)Tahun.Bertitik tolak pada konsep

perlindungananakyangutuh,menyeluruh,dankomprehensip,maka

Undang-undang tersebut meletakan kewajiban memberikan

perlindungankepadaanakberdasarkanasas-asasnondiskriminasi.

Asaskepentinganyangterbaikbagianak,asashakuntukhidup,

kelangsunganhidupdanperkembangan,sertaasaspenghargaan

terhadappandangan/pendapatanak.23

Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak merupakan

pertanggungjawabkanorangtua,keluargamasyarakat,pemerintah

dannegarayangmerupakanrangkaiankegiatanyangdilaksanakan

secaraterusmenerusdemiterlindungihak-hakanak.24

ArifGosita,berpendapatbahwaperlindungananakadalahsuatu

usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan

kewajibannnya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya

23Waudi,2009,Hukum PerlindunganAnak,RajaGrafindo,Bandung,hlm.23.
24AhmadKamildanFauzan,2008,Hukum PerlindungandanPengangkatanAnakdi
Indonesia,RajaGrafindoPersada,Jakarta,hlm.5.
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menyangkutlangsung pengaturan dalam peraturan Perundang-

undangan.Kebijkasanaan,usaha dan kegiatan yang menjamin

terwujudnyaperlindunganhak-hakanak,pertama-tamadidasarkan

ataspertimbanganbahwaanak-anakmerupakangolonganyang

rawandandependent,disampingkarenaadanyagolongananak-

anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan

perkembangannya, baik rohani , jasmani maupun social.

Pengawasan ekstra terhadap anakbaiksecara pribadimaupun

sebagaibagian darimasyarakat,perlu dilakukan.Haltersebut

ditunjukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah

masuknyapengaruheksternalyangnegatifyangdapatmenganggu

tumbuhkembanganak.25

2.4Tinjauanumum tentangLaluLintas

2.4.1PengertianLaluLintas

Didalam Undang-undangNo.22Tahun2009tentangLalu

Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkatUU LLAJ)

didefinisikansebagaigerakkendaraandanorangdiruanglalu

lintasjalan,sedangyangdimaksuddenganruanglalulintasjalan

adalahprasaranayangdiperuntukanbagigerakpindahkendaraan,

orangdan/ataubarangyangberupajalanataufasilitaspendukung.

Operasilalulintasdijalanrayaadaempatunsuryangsangat

25Ibid.,hlm.97.
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terkaityaitupengemudi,kendaraan,jalandanpejalankaki.26

Pemerintahmempunyaitujuanuntukmewujudkanlalulintas

danangkutanjalanyangselamat,aman,cepat,lancar,tertib,dan

teratur,nyamandanefisienmelaluimanajemenlalulintasdan

rekayasalalulintas.Tatacaraberlalulintasdijalandiaturdengan

peraturan perundang-undangan menyangkut arah lalu lintas,

prioritasmenggunakanjalan,lajurlalulintas,jalurlalulintasdan

pengendalianarusdipersimpangan.

2.4.2 KecelakaanLaluLintas

Didalam Undang-undangNo.22tahu2009tentangLalu

Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagaigerak

kendaraandanorangdiruanglalulintasjalan,sedangyang

dimaksud dengan ruang lalu lintasjalan adalah prasarana

yang diperuntukan bagigerak pindah kendaraan,orang

dan/ataubarangyangberupajalanataufasilitaspendukung.

Operasilalulintasdijalanrayaadaempatunsuryangsaling

terkaityaitupengemudi,kendaraan,jalanataupejalankaki.

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada

sebabnya,sebabkecelakaanharusdianalisisdanditemukan,

agartindakankorektifkepadapenyebabitudapatdilakukan

sertadenganupayapreventiflebihlanjutkecelakaandapat

26Undang-undangNomor22Tahun2009TentangLaluLintasdanAngkutanJalan
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dicegah.MenurutUU LLAJ(LalulintasdanAngkutanjalan,

kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang

tidakdidugadandisengajamelibatkankendaraandenganatau

tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban

manusiadan/ataukerugianhartabenda.27

Kecelakaanlalulintasselalumenimbulkankerugianbaik

materilmaupun non materil.Untuk itu,pelaku penyebab

kecelakaan lalu lintas harus diberikan hukuman pidana.

Adapaunketentuanpidanapelakukecelakaanlalulintasdiatur

dalam beberapapengaturanUndang-undangdalam Pasal229

ayat(3)

1.KecelakaanLalulintasringanmerupakankecelakaan

yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau

barang.

2.Kecelakaanlalulintassedang,merupakankecelakaan

yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan

kendaraandan/ataubarang.

Ketentuan pidana pada kecelakaan lalu lintas menurut

Undang-undangLLAJ(LalulintasdanAngkutanJalan):

Pasal310

27BuyaZulkarnain,2018,Hukum danTataTertibDalam BerlaluLintas,Surabaya:JM
Publisher,hlm.56.
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“Setiaporangyangmengemudikankendaraanbermotor

yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelaaan lalu

lintasdengan:

1)Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)bulan

dan/ataudendapalingbanyakRp.1.000.000,00(satu

jutarupiah).

2)Korbanlukaringandankerusakankendaraandan/atau

barang,dipidanadenganpidanapenjarapalinglama1

(satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.

2.000.000,00(duajutarupiah).

3)Korban luka berat,dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima)tahun dan/atau denda paling

banyakRp.10.000.000,00(sepuluhjutarupiah).

4)Mengakibatkan orang lain meninggaldunia dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)tahun

dan/ataudendapalingbanyakRp.12.000.000,00(dua

belasjutarupiah).28

Pengertiankecelakaanlalulintaspadaperkembangannya,

lalu lintas jalan dapatmenjadimasalah manusia,karena

semakinbanyaknyamanusiayangbergerakatauberpindah-

28HardiansyahRendy,2015,TinjauanLaluLintasBerdasarkanHukum Perundang-
undangan,Yogyakarta:Libertypress,hlm.52.
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pindah darisatu tempatketempatlainnya,dan semakin

besarnyamasyarakatyangmenggunakansaranatrasnportasi

angkutan jalan,maka halinilah yang akan mempengaruhi

tinggirendahnyaangkakecelakaanlalulintas.

MenurutUndang-undangDasarNegaraRepublikIndonesia

Nomor22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintasdan Angkutan

Jalan, bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu

peristiwayangterjadidijalanrayasecaratidakdisangkadan

tidaksengajayangmengakibatkankorbanmanusiamaupun

harta benda.Peraturan Pemerintah (PP)Nomor43 Tahun

1993tentangPrasaranadanLalulintasPasal93menyatakan

bahwakecelakaanlalulintasadalahsuatuperistiwadijalan

yang tidak disangka-sangka dan tidak sengaja melibatkan

kendaraanyangsedangbergerakdenganatautanpapemakai

jalan raya lainnya,mengakibatkan korban manusia dan

kerugianharta.29

2.5TindakPidanaKealpaanyangMengakibatkanLukaBerat

2.5.1DasarHukum TindakPidanaKealpaan

Ketentuan-ketentuanmengenaikelalaianataukealpaanyang

menyebabkan korbannya Luka-luka maupun Meninggaldunia

diaturdidalam Undang-undangNomor22Tahun2009tentang

29PeraturanPemerintah(PP)Nomor43Tahun1993TentangPrasaranadanLaluLintas
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LaluLintasdanAngkutanJalan,Pasal310ayat(1),(2),(3),dan(4),

yangberbunyi:

1) Setiaporangyangmengemudikankendaraansepedamotor

yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu

lintas dengan keruskana kendaraan dan/atau barang

sebagaimanadimaksuddalam pasal229ayat(2),dipidana

penjarapalinglama6(enam)bulandan/ataudendapaling

banyakRp.1.000.000,00(Satujutarupiah).

2) Setiaporangyangmengemudikankendaraansepedamotor

yangkarenakelalainnyamengakibatkanKorbanLukaRingan

dengankerusakankendaraandan/ataubarangsebagaimana

dimaksuddalam pasal229ayat(3),dipidanadenganpenjara

palinglama1(satu)tahundan/ataudendapalingbanyakRp.

2.000.000,00(Duajutarupiah).

3) Setiaporangyangmengemudikankendaraansepedamotor

yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu

lintas dengan korban Luka Beratsebagaimana dimaksud

dalam pasal229ayat(4)akandipidanakurunganpalinglama

5(lima)tahundan/ataudendapalingbanyakRp.10.000.000

(sepuluhjutarupiah).

4) Dalam halkecelakaansebagaimanayangdimaksudpadaayat

(3)yangmengakibatkanoranglainmeninggaldunia,dipidana
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palingbanyakRp.12.000.000,00(duabelasjutarupiah).

2.5.2UnsurDelikkarenaKealpaanyangmenyebabkanLukaBerat

Dirumuskandalam Pasal310Undang-undangRINo.22Tahun

2009TentangLaluLintasdanAngkutanJalandanUnsur-unsurdari

rumusanPasal310Undang-undangRINo.22Tahun2009Tentang

LaluLintasdanAngkutanJalantersebutyaitu:

1) Unsur‘SetiapOrang’

Bahwayangdimaksuddengansetiaporangadalahmenunjuk

kepadaPelakuTindakPidanayangsaatinisedangdidakwa,

danunukmenghindariadanyakesalahanterhadaporang(Error

InPersona),makaidentitasnyadiuaraikansecaracermat,jelas

danlengkapdalam Dakwaan.

2)Unsurmengemudikankendaraanbermotorkarenakelalaianya

mengakibatkankecelakaanlalulintas

Bahwadalam Undang-undang tidakditentukan apaarti

darikelalaian(Culpa),namunpengertianCulpatersebutdapat

diketahuidariilmu pengetahuan hukum pidana dimana

menjelaskaninti,sifat-sifat,atauciri-cirinyaadalah:

a.Sengaja melakukan suatu tindakan yang nyata salah

karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah,

seharusnya ia menggunakan ingatan dengan sebaik-



33

baiknya,tetapiiatidakgunakan.Denganperkataanlainia

telahmelakukansuatutindakan(aktifataupasif)dengan

kurangkewaspadaanyangdiperlukan(dikenaldengan

istilahCulpalatah).

b.Pelakudapatmemperkirakanakibatyangakanterjadi,

tetapimerasadapatmencegahnya.Sekiranyaakibatitu

pastiakanterjadi,dialebihsukauntuktidakmelakukan

tindakan yang akan menimbulkan akibat itu.tetapi

tindakan itu tidakdiurungkan,atastindakan mana ia

kemudiandicela,karenabersifatmelawanhukum.

3)Unsurmenyebabkanoranglainmengalamilukaberat

Dalam unsurini,karena kelalaiannya atau kelalaiannya

menyebabkanorangmengalamilukaberat,makaterhadap

unsuriniadalahuntukmelihathubunganantaraperbuatan

yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga

rumusan inimenjadisyaratmutlakdalam delikiniadalah

akibat.

Kalimat“LukaBerat”dijelaskandalam Pasal90KUHPyang

diartikansebagaiberikut:

1.Jatuhsakitataumendapatlukayang tidakmemberi

harapan akan sembuh sama sekali, atau yang

menimbulkanbahayamaut
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2.Tidakmamputerusmenerusuntukmenjalankantugas

jabatanataupekerjaanpencarian

3.Kehilangansalahsatupancaindra

4.Mendapatcacatberat(verminking)

5.Menderitasakitlumpuh

6.Terganggundayapikirselamaempatminggu

7.Gugurnya atau matinya kandungan seseorang

perempuan.30

30https://core.ac.uk/download/pdf
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2.6KerangkaPikir

KecelakaanLaluLintasyang

menyebabkanLukaBerat

LandasanHukum

1.UUNo.22Tahun2009

TentangLaluLintasdan

AngkutanJalan

2.UUNo11Tahun2012tentang

Sistem PeradilaPidanaAnak

PertimbanganHakim :

1.PertimbanganYuridis/Hukum

2.PertimbanganNon

Hukum/Sosiologis

TerwujudnyaKeadilandanKepastian

hukum

PenerapanPidana:

1.PidanaPenjara

2.PidanaDenda



36

2.7DevinisiOperasioal

Adapun beberapa halterkaitdengan devinisioperasionalyaitu

antaralain:

1.Penerapan Menurut Wahab penerapan merupakan tindakan-

tindakanyangdilakukanbaikolehindividu-individuataukelompok-

kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah

digariskan dalam keputusan.Dalam halini,penerapan adalah

pelaksanaansebuahhasilkerjakerjayangdiperolehmelaluisebuah

caraagardapatdipraktekkankedalam masyarakat

2.Pidana berasalkata straf (Belanda),seringdisebutdenganistilah

hukuman.Istilahpidanalebihtepatdariistilahhukumankarena

hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Dapat

dikatakanistilahpidanadalam artisempitadalahberkaitandengan

hukum pidana.Pidana didefinisikan sebagaisuatu penderitaan

yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang

ataubeberapaorangsebagaiakibathukum (sanksi)baginyaatas

perbuatannyayangtelahmelanggarlaranganhukum pidana.Secara

khususlarangandalam hukum pidanainidisebutsebagaitindak

pidana (strafbaarfeit).

3.Perlindunganhukum bagianak,Secarateoritis,Indonesiaadalah

negara

berdasarkan hukum (rechtstaat) dan bukan berdasarkan atas kekua
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saan (machtsaat). Artinya,bahwa setiap warga negara,tanpa

kecuali,dalam bersikapdanbertingkahlakuharusberdasarkanpada

hukum, dan segala tingkah dan perlikunya harus dapat

dipertanggungjawabkansecarahukum pula.Dariaksiomatersebut

disimpulkanbahwasanyaperlindunganhukum bagiwarganegara

adalahsebuatkemutlakanyangtidakbisaditawar-tawar.Warga

negaradimaksudtermasukdidalamnya:anak-anak.

PerlindunganAnak,sebagaimanadikemukakanDra.Purnianti,

kriminologdariUI,adalah:

a.Segaladayaupayayangdilakukansecarasadarolehsetiap

orangmaupunlembagapemerintahdanswastayangbertujuan

mengusahakan pengamanan, pengadaan pemenuhan

kesejahteraanfisikmentaldansosialanakdanremajayang

sesuaidengankepentingandanhakasasinya.

b.Segaladayaupayabersamayangdilakukandengansadaroleh

perseorangan,keluarga,masyarakat,badan-badanpemerintah

dan swastauntukpengamanan,pengadaan dan pemenuhan

kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak agar dapat

mengembangkandirinyaseoptimalmungkin.

4.Kecelakaan Lalu Lintas,Undang-undang Nomor22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,menyatakan bahwa

KecelakaanLaluLintasadalahsuatuperistiwadijalanyangtidak
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didugadantidakdisengajamelibatkankorbanmanusiadan/atau

kerugianhartabenda.Menurutpengertianumum,kecelakaanlalu

lintasmerupakansuatuperistiwayangtidakdisangka-sangkadan

tidakdisengajamelibatkankendaraandenganatautanpapemakai

jalan lainnya,yang mengakibatkan korban manusia (mengalami

lukaringan,lukaberat,danmeninggal)danhartabenda.
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BABIII

METODEPENELITIAN

1.1JenisPenelitian

Jenispenelitianyangdigunakandalam penelitianiniadalahjenis

penelitianNormatif.jenispenelitianNormatifadalahpenelitianhukum

yangmeletakanhukum sebagaibagunansistem norma.Sistem norma

yang dimaksud adalah mengenaiasas-asas,norma,kaidah dari

peraturanPerundang-undangan,Putusanpengadilan,perjanjianserta

doktrin.31

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian inimenggunakan

pendekatankualitatif.Pendekatankualitatifadalahsuatucaraanalisis

hasilpenelitianyangmenghasilkandatadeskriptifanalistis,yaitudata

yangdinyatakanolehrespondensecaratertulisataulisansertajuga

tingkahlakuyangnyata,yangditelitidandipelajarisebagaisesuatu

yangutuh.32

1.2LokasiPenelitian

Lokasipenelitianyangdimaksudadalahsuatutempatatauwilayah

dimanapenelitiantersebutdilakukan,makatempatataulokasiyang

ditetapkanuntukmemperolehdata-datadaninformasiyangdibutuhkan,

penulis memilih lokasipenelitian diPengadilan NegeriGorontalo.

31MuktiFajardanYuliantoAchmad,2010,DualismePenelitianHukum Normatifdan
Empiris,Yogyakarta:PustakaPelajar,hlm.153.
32Ibid.,hlm.192.
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Pemilihan lokasididasarkan pada objek penelitian yang berkaitan

denganpokokpembahasannantinya.

1.3ObjekPenelitian

Berdasarkanjenispenelitian,makayangakanmenjadiobjekdari

penelitianiniadalahPutusanNomor:13/pid.sus-Anak/2019/PNGTO.

1.4SumberData

Jenisdatayangdigunakandalam penelitianiniterdiridaridata

primerdandatasekunder.Dataprimerdalam penelitianhukum adalah

datayangdiperolehdarihasilwawancaradenganrespondendilokasi

penelitiansedangkandatasekunderdalam penelitianhukum adalah

data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, hasil

penelahankepustakaanataupenelahanterhadapberbagailiteraturatau

bahanPustakayangberkaitandenganmasalahataumateripenelitian

yangseringdisebutdenganbahanhukum.33

Sumberdatadalam penelitianiniadalah:

1. Dataprimerdalam penelitianinidiperolehdarihasilwawancara

denganrespondendilokasipenelitian

2.Data sekunder dalam penelitian inibersumber dariliteratur,

peraturan Perundang-undangan,dokumen,hasil-hasilpenelitian

33Ibid.,hlm.156.
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atau teori-teoriahli,buku,dan catatan-catatan lainnya yang

berhubungandenganmasalahyangditeliti.

1.5TeknikPengumpulandata

AdapunTeknikpengumpulandatayangdigunakandalam penelitian

iniberupadataprimerdansekundermakaTeknikpengumpulandata

yangdigunakanadalahdenganmelakukanobservasidanwawancara

sertastudidokumenataubahanPustaka/penelusuranliteratur.

BerikutadalahTeknikpengumpulandatadalam penelitianhukum

empirisyangdilakukanolehpenelitianiniyaitu:

1. Wawancara

MenurutMuktiFajardanYuliantoAchmadadalahmelakukantanya

jawab antara penelitidan responden atau narasumber atau

informanuntukmendapatkaninformasi.34 Wawancaramerupakan

salahsatuTeknikyangseringdanpalinglazim digunakandalam

penelitian hukum empiris,dalam kegiatn ilmiah,wawancara

dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk

memperolehjawaban-jawabanyangrelavandenganpermasalahan-

permasalahanpenelitikepadarespondenmaupuninforman.

2. Dokumentasi

Dokumentasiyaitudenganmempelajaridokumen-dokumenyang

34Ibid.,hlm.161.
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berhubungan dengan masalah penyusunan yang ditelitiyaitu

dokumenSalinanputusanperkaraterkaitdengandasarputusan

hakim dalam menjatuhkanpidanaanakyangmengendaraisepeda

motormengakibatkankecelakaanpangemudilain.

1.6AnalisisData

Analisisdatamerupakankegiatandalam penelitianyangberupa

melakukan kajian atau telaah terdapathasilpengolahan data yang

dibantudenganteori-teoriyangtelahdidapatkansebelumnya.35

Datayangdigunakanpeneliti,dalam penelitianinimenggunakan

sifatdeskriptifkualitatifadalah bahwa penelitidalam menganalisis

berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas

subjektifdan objektifpenelitian sebagaimana hasilpenelitian yang

dilakukannya.Sertamenggunakanpendekatankualitatif.

Pendekatankualitatifadalahsuatucaraanalisishasilpenelitian

yangmenghasilkandatadeskriptif,yaitudatayangdinyatakanoleh

respondensecaratertulisataulisanjugatingkahlakuyangnyata,yang

35Ibid.,hlm.183.
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ditelitidandipelajarisebagaisesuatuyangutuh.Penelitianinijuga

dianalisis secara kualitatif,analaisis secara kualitatifberupa hasil

observasidanwawancarakemudiandikomperasikandenganteori-teori

yangrelavandenganmasalahyangditeliti.
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BABIV

HASILDANPEMBAHASAN

4.1.GambaranUmum TentangLokasi

PengadilanNegeri(PN)GorontaloyangberalamatJlRaden

Saleh Kota Gorontalo,merupakan pengadilan dibawah Pengadilan

TinggiGorontaloyangberadadilingkunganperadilanumum.Peradilan

Umum adalahlingkunganperadilandibawahMahkamahAgungyang

menjalankankekuasaankehakimanbagirakyatpencarikeadilanpada

umumnya yang meliputi: (1) PN, berkedudukan di ibukota

kabupaten/kota, dengan daerah h ukum meliputi wilayah

kabupaten/kota;dan(2)PengadilanTinggi,berkedudukandiibukota

provinsi,dengandaerahhukum meliputiwilayahprovinsi.

Pengadilan Tinggi(biasa disingkat:PT)merupakan sebuah

lembagaperadilandilingkunganPeradilanUmum yangberkedudukan

diibukotaProvinsisebagaiPengadilanTingkatBandingterhadap

perkara-perkara yang diputus oleh PN.Pengadilan Tinggijuga

merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai

sengketakewenanganmengadiliantarPNdidaerahhukumnya.

Susunan Pengadilan Tinggidibentuk berdasarkan Undang-

Undangdengandaerahhukum meliputiwilayahProvinsi.Pengadilan

TinggiterdiriatasPimpinan(seorangKetuaPTdanseorangWakil

KetuaPT),Hakim Anggota,Panitera,danSekretaris.PengadilanTinggi
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GorontaloyangberkedudukandiIbuKotaProvinsiGorontaloterletak

diJl.TirtonadiNo.2KelurahanDulomo SelatanKecamatanKota

TimuryangmembawahibeberapaPNdiantaranyaPNKotaGorontalo,

PNGorontalo,PNTilamuta,PNMarisa.

PN Gorontalo memilikiwilayah kerja atau daerah hukum

meliputiwilayahKotaGorontalodanKabupatenBoneBolango.Kota

Gorontaloterdiri9(sembilan)kecamatan,yaitu:(1)KecamatanKota

Selatan;(2)KecamatanKotaUtara;(3)KecamatanKotaBarat;(4)

KecamatanKotaTimur;(5)KecamatanKotaTengah;(6)Kecamatan

Dungingi;(7)KecamatanDumboRaya;(8)KecamatanHulonthalangi,

dan (9)Kecamatan Sipatana sedangan Kabupaten Bone Bolango

terdiriatas17 (tujuhbelas)kecamatan,yaitu:(1)Bone;(2)Boneraya;

(3)Bonepantai;(4)Botupingge;(5)BulangoSelatan;6)BulangoTimur;

(7)Bulango Ulu;(8)Bulango Utara;(9)Bulawa;(10)Kabila;(11)

Kabilabone;(12)Suwawa;(13)Suwawa Selatan;(14)Tapa;(15)

SuwawaTengah;(16)SuwawaTimur;dan(17)Tilongkabila.

Undang Undang Nomor48 Tahun2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah

kekuasaannegarayangmerdekauntukmenyelenggarakanperadilan

gunamenegakkanhukum dankeadilanberdasarkanPancasiladan

Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945,demi

terselenggaranyaNegaraHukum RepublikIndonesia(Pasal1ayat(1)

UUNo.48Tahun2009tentangKekuasaanKehakiman).
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Kekuasaan Kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah

MahkamahAgungdanbadanperadilanyang beradadibawahnya

dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama,

lingkunganperadilanmiliter,lingkunganperadilantatausahanegara,

danolehsebuahMahkamahKonstitusi(Pasal1ayat(1)UUNo.48

Tahun2009tentangKekuasaanKehakiman).

Adapunkewenangan/kompetensiabsolut(yurisdiksi)masing-

masingbadanperadilandiempatlingkunganperadilandiatursebagai

berikut: 

1. Peradilan umum berwenang memeriksa,mengadili,dan

memutusperkarapidanadanperdata

2. Peradilan agama memeriksa, mengadili, memutus, dan

menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama

Islam.

3. Peradilan militer berwenang memeriksa,mengadili,dan

memutusperkaratindakpidanamiliter.

4. Peradilantatausahanegaraberwenangmemeriksa,mengadili,

memutus,dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara

(Pasal1ayat(1)UUNo.48Tahun2009tentangKekuasaan

Kehakiman). 

Berdasarkan Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentang
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KekuasaanKehakiman,makatugas,fungsidanwewenangPN pada

umunyadankhususnyaPNGorontaloyaitu:

1.TugasPokokPengadilanNegeri

Pengadilan Negeri memilikitugas sebagaiPengadilan

Tingkatpertamaadalah menerima,memeriksamemutusdan

menyelesaikan sengketaPerkara diTingkatPertamasesuai

denganperaturanperundang-undanganyangberlaku;

2.FungsiPengadilanNegeri.

PengadilanNegerimemilikiantaralain:

a. Fungsimengadili(judicialpower),yaknimemeriksa dan

mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan

TingkatPertamadiwilayahHukumnya;

b. Fungsi pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas-

tugasnya;

c. FungsiAdministrasi,yaitu menyelenggarakan administrasi

umum,keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk

mendukungpelaksanaantugaspokok

d. Fungsi penyampaian laporan hasil evaluasi,saran dan

pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada

PengadilanTinggiGorontalo;

e. Fungsipembinaan,yaitumemberikanpengarahan,bimbingan
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danpetunjukkepadapegawaiPNSingaraja,baikmenyangkut

teknisyustisial,administrasiperadilanmaupunadministrasi

umum;

PengadilanNegerimemilikiwewenangantaralain:

a. PN bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan

menyelesaikanperkarapidanadanperdataditingkatpertama;

b. PNdapatmemberikanketerangan,pertimbangan,dannasehat

tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah

hukumnyaapabiladiminta;

c. Selain tugas dan kewenangan tersebutdiatas,PN dapat

diserahitugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-

undang

SebagaimanatelahdiuraikandiatasbahwaPN Gorontalo

merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan

Umum yangberkedudukandiibukotakabupatenataukotayang

berfungsiuntukmemeriksa,memutus,danmenyelesaikanperkara

pidanadanperdatabagirakyatpencarikeadilanpadaumumnya.

Adapun struktur organisasi PN Gorontalo dapat dilihat

sebagaimanagambarIpadahalamanberikutini:

StrukturOrganisasiPNGorontalo

b.

c.

KETUA

WAKILKETUA

HAKIM

PANITERA/SEKRETARIS

WAKILSEKRETARISWAKILPANITERA

PANMUDA PANMUDA PANMUDA KAUR KAUR KAUR
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d.

SumberData:ArsipBagianKepegawaianPNGorontalo

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan garda terdepan

untukmenegakkan hukum,ketertiban,pengayoman ,dan perdamaian

dimasyarakat.Haliniinisesuaidengantupoksi(tugas,pokokdanfungsi)

Kepolisiansebagaimanadiaturdalam Pasal13,14,dan15Undang-undang

Nomor2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

terkaitdenganKecelakaanLalulintasterdapatunityangberwenangdalam

penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yaitu UnitLaka Lantas.

Kepolisiam Satuan Lalu Lintas, dalam melaksanakan tugasnya

berpedomanpadaPasal62PeraturanKepalaKepolisianNegaraRepublik

IndonesiaNomor23tahun2010tentangSusunanOrganisasidanTata
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kerjaPadatingkatKepolisianResortdanKepolisianPolres.

RestorativeJusticesebagaimanadimaksud padaPasal1 angka6

Undang-undangSistem PeradilanPidanaAnakbahwaRestorativejustice

adalah proses penyelesaian perkara hukum dengan cara perdamaian

antarapelaku,korbandankeluargakeduabelahpihakdanpihaklainyang

terkaituntuk bersama-sama mencaripenyelesaian yang adildengan

menekankan pemuliahan kembalipada keadaan semula,dan bukan

pembalasan.

Restoratif Justice sendiri dapat diterapkan dalam penanganan

kecelakaanlalulintas,keranatermasukpadatindakanlainyangdilakukan

olehKepolisiandalam melaksanakantupoksinya.Adanyarestoratifjustice

inidapatmemberikanrasakeadilankepadaparapihakyangberperkara,

dimanaadanyapemenuhanhakataskerugiankorban,danpelakudapat

diterimakembaliolehmasyarakat,sehinggadamaimenjaditujuanakhir

denganditerapkannyarestorativejustice.Denganditerapkanrestorative

justice inidapatberartimeniadakan pidana penjara terhadap pelaku

apabiladalam kecelakaantersebuthanyamengakibatkanlukaringanatau

kerugianmaterilyangdideritakorban.Pidanapenjaratidakberlakusebab

korban telah mendapatkan gantikerugian daripelaku yang besaran

jumlahnya sesuaidengan kesepakatan damaitersebutmaka penyidik

menghentikan kasus untuk tidak diteruskan ke persidangan karena

penggunaanperadilanrestorativedapatditerapkan.

Dalam kasuskecelakaan lalu litasjalan oleh anakyang terjadidi
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Gorontalo,penyelesaianperkaradenganmenggunakanRestoratifjustice

dalam perkarakecelakaanlalulintasjalanyangberkakibatkorbanluka

berat,sertakerugianmaterialproseshukumnyatetapberjalan,kerana

kesepakatandamaiantarakeduabelapihaksifatnyatidakmengugurkan

pidana dan secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan

hukum pidanadanhukum acarapidana,sehinggaproseshukum terhadap

pelakutetapakanberlanjutdipersidangansampaiadanyaputusanhakim

yangberkekuatanhukum.

4.2.1 PenerapanPidanaterhadapAnakyangmenyebabkankecelakaanlalu

lintassehinggamenimbulkankorbanlukaberat

Anakadalah bagian darigenerasimudasebagaisalah satu

sumberdayamanusiayangmerupakanpotensidanpeneruscita-cita

perjuanganbangsa,yangmemilikiperananstrategisdanmempunyai

ciridansifatkhusus,memerlukanpembinaandanperlindungandalam

rangkamenjaminpertumbuhandanperkembanganfisik,mentaldan

social.36

anaksebagaipelakukecelakaanlalulintasyangmengakibatkan

Lukaberat,dalam Undang-undangNomor22Tahun2009tentangLalu

lintas dan Angkutan jalan mengaturancaman mengenaihukuman

kepada pelaku yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

sebagaimana diaturpasal310 ayat(1)sampai(4)sebagaimana

penjelasannyasebagaiberikut:

36Ariyunuszai,“Perlindunganhukum terhadapanakyangberhadapandenganhukum
dalam sistem peradilananak”,Mercatoria,Vol4,No2,2011,hlm.86.
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(1)Setiap orang yang mengemudikankendaraanbermotoryang

karena kelalainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

dengankerusakankendaraaandan/ataubarangsebagaimana

dimaksuddalam pasal 229ayat(2),dipidanadenganpidana

penjara paling lama 6 (enam)bulan dan/atau denda paling

banyakRp.1.000.000,00(satujutarupiah).

(2)Setiap orang yang mengemudikankendaraanbermotoryang

karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

sehingga menimbulkan Korban luka ringan dan kerusakan

kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam

pasal229ayat(3),dipidanapenjarapalinglama1(satu)tahun

dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta

rupiah).

(3)Setiap orang yang mengemudikankendaraanbermotoryang

karena kelalainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

sehingga menimbulkan korban Luka berat sebagaimana

dimaksud dalam pasal229 ayat(4)akan dipidana,dengan

pidanapenjarapalinglama5(lima)tahundan/ataudendapaling

banyakRp.10.000.00,00(sepuluhjutarupiah).

(4)Dalam halkecelakaansebagaimanadimaksudpadaayat(3)

yang mengakibatkan orang lain meninggaldunia,dipidana

denganpidanpenjarapaling lama6(enam)tahundan/atau
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dendapalingbanyakRp.12.000.000,00(duabelasjutarupiah).37

dilihatdariketentuanpasaldiatasyang mengaturmengenai

sanksiterhadapkecelakaanlalulintaskarenakelalaiannya,sanksi

maksimalyangditerapkan5(lima)tahunpenjarayaitumengakibatkan

KorbanLukaberatsebagaimanadiaturpadaPasal310ayat(3)yang

menyebutkan:

“Setiaporangyangmengemudikankendaraanbermotoryang

karenakelalaiannyamengakibatkankecelakaanlalulintassehingga

menimbulkankorbanlukaberatsebagaimanadimkasuddalam pasal

229ayat(4)akandipidana,denganpidanapenjarapalinglama5(lima)

tahun dan/atau denda10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah)”.Tetapi

putusan hakim menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana

penjara7(tujuh)bulan.

BerkaitandenganAnak,makasecaraformilnyamengacupada

Undang-undang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak.Dalam UU tersebut,mengaturmengenaipenerapan

sanksiyangterdiridarisanksipidanadantindakanyangdiberlakukan

kepada anak yang perbuatannya merupakan tindak pidana,dan

peradilan anak dianggap memberikan kekhususan yaitu dalam

penangkapan,penuntutan,penyidikan dan tata cara pemeriksaan

sidanganak.

37Pasal310Undang-undangNomor22Tahun2009tentangLaluLintasdanAngkutan
Jalan.
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Pasal69ayat:

(1)Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan

berdasarkanUndang-undangini.

(2)Anakyang belum berusia14 (empatbelas)tahunhanyadapat

dikenaitindakan.

Pasal70:

“ringanyaperbuatan,keadaan pribadianak,atau keadaan pada

waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadidikemudian dapat

dijadikandasarpertimbanganhakim untuktidakmenjatuhkanpidana

ataumengenakantindakandenganmempertimbangkansegikeadilan

dankemanusiaan”

Pasal71ayat:

(1)Pidanapokokbagianakterdiriatas:a)pidanaperingatan,b)pidana

dengan syarat: 1) pembinaan diluar Lembaga,2) pelayanan

masyarakat,atau3)pengawasan,c)pelatihankerja,d)pembinaan

dalam Lembaga,dane)pemenuhankewajibanadat.

(2)Pidana tambahan terdiriatas:a)perampasan keuntungan yang

diperolehdaritindakpidana,ataub)pemenuhankewajibanadat.

(3)Apabiladalam hukum materildiancam pidanaberupapenjaradan
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denda,pidanadendadigantidenganpelatihankerja.

(4)PidanayangdijatuhkankepadaAnakdilarangmelanggarharkatdan

martabatAnak.

(5)Ketentuanlebihlanjutmengenaibentukdantatacarapelaksanaan

pidanasebagaimanadimaksudpadaayat(1),(2),danayat(3)diatur

denganPeraturanPemerintah.

Sistem pemidanaanterhadapanakyangdiaturdalam Sistem

Peradilan Pidana Anak dalam penerapan hukumnya bisa juga

menggunakan jalurdiversi.Ketentuan diversisecara khususdiatur

dalam pasal6sampaipasal16Undang-undangNomor11tahun2012

tentangSistem PeradilanPidanaAnak.Diversiadalahsuatuproses

yang dilakukan dengan melibatkan pelaku anak, korban dan

masyarakatuntuk dapatbersama-sama mencarijalan terbaik dari

masalahyangdihadapi,sehinggadapatmembuatsemuanyamenjadi

lebihbaikdandiperolehhasilyangdapatmemperbaiki,menentramkan

dan menciptakan suasana harmonis dan tidak berdasarkan

pembalasan.

Diversiwajibdiupayakanpadatindakanpenyidikan,penuntutan,

danpemerikasaanperkara.Syaratdiversidalam pasal7ayat(2)bahwa

:a)diancam denganpidanapenjaradibawah7(tujuh)tahundan(b)
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bukanmerupakanpengulangantindakpidana.38

Padakasusinitelahdiupayakandiversi,Tetapikasustersebut

tidakterdapatkesepakatandiversimakapenyelesaianperkaramasuk

pada pokok perkara sehinga penahanan adalah upaya terakhir

(Ultimum Remedium)dimanapidanapenjarayangdimaksudadalah

penjarayangseringan-ringannya,dijatuhkanhanyawaktuyangsingkat

sebagaibentukperlindunganterhadapkepentinganterbaikanak.

Sanksipidanayangberikanhakim kepadaanakdibawahumur

harus didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan psikologis.

MenurutE.Y.Kanter,dkk,sesorangyangmampubertanggungjawab

yang dapat dipertanggung jawab pidana dalam bukunya

menambahkanbahwakemampuanbertanggungjawabdidasarkan

padakeadaandankemampuan“jiwa”(geestelijkevermogens),dan

bukan pada keadaan dan kemampuan “berfikir” (verstandelijke

vermogens)dariseseorang,walaupundalam istilahyangdigunakan

dalam pasal44KUHPadalahverstandelijkevermogens.39

4.2.2 PidanaPenjara

PidanaPenjaradalam pasal310ayat(3)Undang-undang

Nomor22Tahun2009tentangLaluLintasdanAngkutanJalan

yaknipidana penjara paling lama 5 (Lima)Tahun dan/atau

38WahabAznulHidaya,“PenerapanDiversiDalam Sistem PeradilanPidanaAnak”,Jurnal
Justisi,2019,hlm.13.
39E.Y.Kanter,dkk,1982,Asas-asasHukum PidanadiIndonesiadanPenerapannya,
Jakarta:Alumni,hlm.249-250.
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denda paling banyak Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Namunberdasarkanpasal79ayat(3)Undang-undangNomor

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

disebutkan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak

berlakuterhadapAnak.

Setelahmempertimbangkanhal-halyangmeringankanbagi

Anak,serta tuntutan pidana PenututUmum dan ancaman

pidanadaridelikyangbersangkutandihubungkandenganfungsi

dan tujuan pemidanaan,dalam Pasal71 ayat(1)huruf(e)

menyebutkan bahwa pidana penjara yang dimaksud adalah

penjarayangseringan-ringannyasebagaimanaasazUltimum

Remedium dan dijatuhkan hanya untuk waktu yang singkat

sebagaibentukperlindunganterhadapkepentinganterbaikanak.

maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan

dipandangtelahtepatdansesuaidenganrasakeadilan.

Pengaturanpenempatanpidanaanakdalam Undang-undang

Nomor11tahun2012TentangSistem PeradilanPidanaAnak:

Pasal21

bahwadalam halanakyangbelum berumur12(duabelas)

tahunmelakukanataudidugamelakukantindakpidana,maka

penyidik,pembimbingkemasyarakatanmengambilkeputusan

untuk menyerahkan kepada Orang Tua/Wali atau
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mengikutsertakandalam progam Pendidikan,pembinaanpada

Instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang menangani bidang

kesejahteraansocial.

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial(LPKS)

merupakan Lembaga Sosialdibawah naungan Kementrian

Sosialyangsalahsatufungsinyayaitumelakukanrehabilitasi

socialterhadapanakyangberhadapandenganhukum (ABH).

Pasal81

Bahwapenahanan terhadap anakyang berkonflikdengan

hukum ditempatkanpadaLembagaPembinaanKhususAnak

(LPKA).Anakyangdikatakansudahmampumempertangung

jawabkan pidananya adalah anak yang sudah berumur14

(empatbelas)Tahunkeatasdalam haliniditegaskandalam

Pasal69Undang-undangSistem PeradilanPidanaAnak.

LPKA merupakan tempat dimana seorang anak yang

menjalanihukumnpenjara,Penjarayangdimaksuddalam Pasal

71ayat(1)huruf(e)adalahpenjarayangseringan-ringannya

sebagaimanaasazUltimum Remedium dandijatuhkanhanya
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untuk waktu yang singkat sebagai bentuk perlindungan

terhadapkepentinganterbaikanak.

Tetapiapabiladisuatutempatataudaerahtersebuttidak

mempunyaiLembagaPembinaanKhususAnak(LPKA),maka

Anak tersebut ditempatkan di LAPAS (Lembaga

Kemasyarakatan).Tetapi,didalam LAPAS penempatannya

terpisahdariorangdewasauntukmenghindarianakmendapat

pengaruhburukselamadipenjara.

4.2.3 PidanaDenda

Pidanadendaadalahsalahsatudaripidanapokokdalam

stelsel pidana Indonesia. Adapun Pidana denda adalah

merupakansalahsatujenispidanayangtermuatdalam Kitab

Undang-undangHukum Pidana(KUHP)yangbertujuanuntuk

membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP

denganmembayarsejumlahuangatauhartakekayaantertentu

agardirasakansebagaisuatukerugianolehpembuatnyasendiri

sehinggaketertibandimasyarakatitupulihkembali.

Padakasusini,anakselaindijatuhiPidanaPenjara,anak

juga DijatuhiPidana denda dengan denda sejumlah Rp.

2.000.000,00(DuajutaRupiah).Namundalam Undang-undang

Nomor11Tahun2012tentangSistem PeradilanPidanaAnak

padaPasal73ayat(3)menyebutkanbahwa:
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“Apabiladalam Hukum Materildiancam pidanaKumulatif

berupa penjara dan denda,pidana denda digantidengan

pelatihankerja”. sebagaimanayangdimaksudpadaPasal71

ayat(1)huruf(c).

Bahwa apabila seseorang tidak mampu membayar

sejumlah denda yang dibebankan kepadanya maka pidana

dendadigantidenganPelatihanKerjasebagaimanadalam Pasal

71ayat(1)huruf(c).

Pelatihankerjamerupakansalahsatupidanayangdiatur

dalam Undang-undangSistem PeradilanPidanaAnak.Pelatihan

kerja merupakan pidana penggantidenda yang dikenakan

kepadaanakpelakutindakpidana.

BentuksanksidijelaskanpadaPasal71ayat(1)huruf(c)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

PeradilanPidanaAnakyaitusanksipelatihankerjayangsecara

detailpenjelasannyapada:

Pasal78ayat:

(1)Sanksi Pelatihan kerja dilaksanakan dilembaga yang

melaksanakan pelatihan kerja sesuaidengan usia anak.

Yang dimaksud dengan “Lembaga yang melaksanakan

Pelatihankerja”dalam Pasal78ayat(1)tersebutanatara

lainbalailatihankerja(BLK),Lembagapendidikanvokasi
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yang dilaksanakan, misalnya oleh Kementrian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang

Ketenagakerjaan,pendidikanatausocial.

(2)PidanaPelatihanKerjasebagaimanadimaksudpadaayat(1)

dikenakanpalingsingkat3(tiga)bulandanpalinglama1

(satu)tahun.

Pada kasus inianak mengikutiPelatihan Kerja diLoka

LatihanKerja(LLK)pada(UMKM)danDinasTenagaKerjaKota

GorontaloyangberalamatdiJalanIr.HajiJoesofDalie,Kel.Kota

Utara,KecWonggaditi,KotaGorontalo,ProvinsiGorontalo.

4.3Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak

YangMenyebabkanKecelakaanLalulintasSehinggaMenimbulkan

KorbanLukaBerat

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim tentu

mempunyaipertimbangan-pertimbanganyangdijadikandasardalam

mengambilputusantersebut,sehinggaputusanyangdijatuhkanakan

mencerminkan keadilan.Putusan Hakim sebagaihasilakhirdari

pemeriksaan perkara yang diajukan haruslah memilikitujuan dari

hukum itu sendiri.Hakim dalam menjatuhkan putusan terutama

terhadapkasusputusanmengenaitindakpidanayangdilakukanoleh

anakHakim harusmendasarkanpadafakta-faktadalam persidangan,

dankeadaan-keadaanyangterjadidaridalam diriterdakwadalam hal
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inianak.Hakim memilikikebebasandalam menjatuhkansanksidan

dalam menentukanberatatauringannyaputusanpidanayangakan

dijatuhkan,dan harus memperhatikan pertimbangan yang bersifat

yuridisdannonyuridis,agarterciptarasakeadilan,kepastian,dan

kemanfaatanhukum bagisetiaporangdalam halinikhususnyaanak.

Hakim dalam memberikansanksidalam kasusmengenaianak

yangmengemudikankendaraanbermotoryangkarenakelalaiannya

mengkibatkankecelakaanlalulintassehinggamenimbulkankorban

lukaberat.sesuaidenganUndang-undangNomor22tahun2009

tentang Lalu lintasdan Angkutan jalan yang boleh menggunakan

kendaraanbermotorsyaratnyaberusiasekrang-kurangnya17(tujuh

belas)tahundanmemilikiSIM.Apabilaanakmenggunakansepeda

motortanpamemilikiSIM makaanaktersebutmelanggarUndang-

undang Lalu lintas dan Angkutan jalan, dan apabila anak

menggunakan kendaraan sepeda motor dijalan yang kemudian

menjadi penyebab kecelakaan yang megakibatkan sesorang

mengalamiLukaberatmakaanaktersebuttelahmelanggarPasal310

ayat(3)Undang-udang lalu lintasdan angkutan jalan,anakyang

menjadipenyebab kecelakaan sehinggamengakibatkan seseorang

mengalamiLuka berat dapat dipidana penjara. Namun dalam

prakteknya Hakim dalam mengadiliperkara anak mengacu pada

Undang-undang Nomor11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

PidanaAnak.Dimanadalam Undang-undangtersebutpadapasal79
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ayat(3)menyebutkanbahwaminimum khususpidanapenjaratidak

berlakuterhadapanak.Hakim jugaselalumengutamakanjalurdiversi

(proses penyelesaian perkara diluar sistem peradilan) untuk

melakukanperlindunganterhadapanakdaripengaruhprosesformal

sistem peradilanpidana.KarenaanakmerupakanAmanahdariTuhan

Yang MahaEsayang dalam dirinyamelekatharkatdanmartabat

sebagaimanusia seutuhnya dan belum bisa mempertanggung

jawabkansecarautuhsebagaisubjekpelakutindakpidana.Sehingga

sesuaidenganpasal7ayat(1)Undang-undangNomor11tahun2012

tentangSistem PeradilanPidanaAnakapabilaancamanhukumannya

dibawahtujuhtahunmakabisadilakukandiversi.Danapabilaupaya

diversiitutidakmendapatkanpersetujuandiversiantarapalakuanak,

korban,keluarga.Makapenahananadalahupayaterakhir(Ultimum

Remedium).

Hasilwawancara oleh BapakIrwanto,S.H selaku Hakim di

Pengadilan NegeriGorontalo,menurutbeliau pertimbangan hakim

atau pertimbangan yuridis dalam penerapan pidana anak yang

menyebabkankecelakaanLalulintassehinggamenimbulkankorban

lukaberat,dilihatberdasarkanUndang-undangNo.22Tahun2009

tentangLaluLintasdanAngkutanJalan.

ApabilayangdidakwaanakacuanyamengacupadaUndang-

undangNegaraRepublikIndonesiaNomor11Tahun2012Tentang

Sistem PeradilanPidanaAnakkhususkepadaformilnyasaja.Untuk
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materilnya mengacu pada Undang-undang Nomor22 Tahun 2009

tentanglalulintasdanAngkutanJalan.

Misalnyaseoranganakyangberkonflikhukum diancam pidana

kumulatifberupa pidana penjara dan denda,maka pidana denda

digantikandenganpelatihankerjapalingsingkat3(Tiga)bulandan

palinglama1(Satu)tahun.40

Padahakikatnyabahwaperkarainitidakjauhberbedadengan

perkaralain.Tetapikarenayangdidakwaanakmakamengacupada

Undang-undangPeradilanAnak.

4.3.1 PertimbanganYuridis

Pertimbanganyangbersifatyuridisadalahpertimbangan

hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan

perundang-undangansecaramaterildannformil.Hakim secara

yuridis,tidakbolehmenjatuhkanpidanatersebutkecualiapabila

dengansekurang-kurangnyaduaalatbuktiyangsah,sehingga

hakim memperolehkeyakinanbahwasuatutindakpidanabenar-

benarterjadidanterdakwalahyangbersalahmelakukannya.Alat

buktisah yang dimaksud adalah :a)keterangan saksi,b)

keteranganahli,c)surat,d)petunjuk,e)keteranganterdakwa.41

Mengenaipertimbangan Majelis Hakim diPengadilan

40WawancarabersamabapakIrwanto,Hakim diPengadilanNegeriGorontalo,Tanggal25
Oktober2021.
41LilikMulyadi,2016,Hukum AcaraPidanaIndonesia,Bandung:CitraAditiya,hlm.193.
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NegeriGorontalo,terdakwa yang telah melakukan tindakan

kelalaian tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan

dipertimbangkanolehMajelisHakim apakahperbuatanyang

didakwakankepadaterdakwatersebuttelahmemenuhiUnsur-

unsurPasal310ayat(3)UULalulintasdanAngkutanjalanyang

telahdidakwakantersebut.

Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan

fakta-faktahukum tersebutdiatas,terdakwadapatdinyatakan

telahmelakukantindakanpidanayangdidakwakankepadanya:

Bahwapadaharijumat,tanggal05April2019sekitar

pukul19.30witaatausetidak-tidaknyapadawaktudalam bulan

April2019,dijalangelatikkecamatankotatimuratausetidak-

tidaknya ditempatlain yang masih termasuk dalam daerah

hukum PengadilanNegeriGorontalo,mengemudikankendaraan

sepeda bermotoryang karena kelalaiannya mengakibatkan

kecelakaan lalu lintasdengan korban Luka berat,perbuatan

tersebutanaklakukandengancarasebagaiberikut:

Terdakwaanakyangmengemudikankendaraanbermotor

(bentor)dengannomorpolisiDM 2183FFyangbrgerakdengan

kecepatan50-60km/jam danhendakmendahuluibentoryang

adadidepannyanamun,bentoryangdikendaraiolehterdakwa

AnakdengannomorpolisDM 2183FFhilangkendalibergerak
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oleng mengambiljalursebelah kanan,sehingga menabrak

sepeda motordengan nomorpolisiDM 2286 AG.Sehingga

akibatdarikecelakaanLaluLintastersebut,korbanmengalami

lukalecetdibagiansikusebelahkanandankakisebelahkanan

mengalamiluka serta terasa sakitdikarenakan mengalami

patahtulangkakikanan.

TerdakwatelahdidakwaolehPenuntutUmum dengan

dakwaantunggalsebagaimanadiaturdalam Pasal310ayat(3)

Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan

Angkutan jalan,yang unsur-unsurtersebutadalah sebagai

berikut:

1.Barangsiapa

pengertianbarang“Barangsiapa”adalahmerujukpada

subjek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum

pendukunghakdankewajibanyangsehatjasmanidanrohani

yang dapat dimintaipertanggung jawabannya terhadap

perbuatan yang ia lakukan apabila perbuatan tersebut

mempunyaiakibathukum.

Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah

menghadapkan seorang Laki-laki, yang dihadapkan

kepersidangansebagaianakyangdidugamelakukansuatu

tindakpidanasebagaimanaisidakwaantunggalPenuntut
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Umum dan selama proses persidangan anak dapat

memberikan keterangan dengan lancartanpa mengalami

hambatansertapadadirinyaHakim tidakmenemukanbukti

yang menerangkan bahwa anakadalah orang yang tidak

cakap atau tindak mampu bertindak dan tidak mampu

mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebutdiatas,

makaUnsur“barangsiapa”telahterpenuhimenuruthukum.

2. Mengemudikan kenderaan bermotor yang karena

kelalaiannyamengakibatkanKorbanLukaberat

Pelakudalam kasuskecelakaanlalulintasyangdapat

dipidana adalah setiap orang yang mengemudikan

kenderaan bermotor. Karena kelalaiannya meyebabkan

kecelakaanlalulintasPenentuankesalahaniniditentukan

bahwameskipunpelakudapatmembayangkanakibatyang

mungkinterjadikarenaperbuatanitu,tetapiamelakukan

tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah

timbulnyaakibat.

Berdasarkanfaktayangterungkapdipersidanganberupa

keterangansaksiyangpadapokoknyadidibenarkanoleh

terdakwasertaketeranganterdakwadiperolehfaktasebagai

berikut:
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Berdasarkanfaktayangterungkapdalam persidangan

baikketerangansaksi-saksimaupunketeranganterdakwa

diperolehfaktabahwapadahariJumattanggal05April2019,

anakmengendaraibentordengannomorPolisiDM 2183FF

berangkatdarirumahanakdanhendakpergikeLimboto,

kemudia pada sekitarPukul19.30 WITA,Anak melintas

dijalanGelatik,KelurahanHeledulaaUtara,KecamatanKota

TimurKotaGorontalodariarahTimurkearahBaratdan

ketika akan mendekatisimpang empat,ada bentoryang

dikemudikanolehsaksiUripHasanberadadididepanbentor

yang anakkendaraimelintassearah dengan arah bentor

yanganakkendarai,kemudiandenganmemacukecepatan

kendaraan dengan kecepatan 60 Km/jam dan tanpa

membunyikan klakson,anak berusha mendahuluibentor

yangdikemudikanolehsaksiUripHasantersebutdengan

mengambiljalurkananmelewatimarkatengahjalannamun

Anakmerasakagetdankehilangankeseimbangankarena

disaatbersamaan,sepedamotorbernomorpolisiDM 2286

AGyangdikendaraiolehSaksiRomanOlowayangsaatitu

memboncengsaksiKorbanFirmanto Nusura,datangdari

arahberlawanankemudiankarenamerasaterkejut,anak

tidak sempat menekan pedal rem sehingga terjadi

kecelakaan dimanabentoryang anakkendaraimenabrak
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bagian body sebelah kanan darisepeda motor yang

dikendaraioleh SaksiRoman Olowa dan saksikorban

FirmantoNusura.

HasilVisum EtRepertum LukadanhasilRadiografioleh

dr.IrmaSuryaniDarise,Sp.OTpadaRumahSakitMultazam

KotaGorontalodanhasilRadiologiolehdr.WinansihGubali,

Sp.Rad,M.Kes,korban Firmanto Nusura mengalamiluka

lecetdibagianbelakang,bengkakpadabagiankepalakanan

mengalmaipatahtulangpadapahakakikananakibatterjepit

antarasepedamotordanbentortersebut.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, unsur “yang

menyebabkankorbanLukaberat”telahterbuktisecarasah

danmenyakinkanmenuruthukum.

BahwaolehkarenasalahsatuUnsurdaripasal310

ayat(3)Undang-undangNomor22tahun2009TentangLalu

lintasdanAngkutanJalantelahterpenuhimakaAnakharuslah

dinyatakanterbuktisecarasahdanmenyakinkanmelakukan

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

tunggal.

Dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal

yangdapatmenghapuskanpertanggungjawabanpidana,baik

sebagaialasanpembenardanataualasanpemaaf,makaanak



70

harusmempertanggungjawabkanperbuatannya.

Ancamanpidanadalam pasal310ayat(3)Undang-

undang Nomor22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan

AngkutanJalanyaknipidanapenjarapaling lama5 (lima)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00

(sepuluhjutarupiah).

Dalam teoritujuanpemidanaantelahditegaskanbahwa

pemidanaan bukanlah ditunjukan untuk melakukan balas

dendam kepadapelakunyaakantetapilebihditujukanuntuk

melindungimasyarakatataumencegahterulangnyakejahatan

yangdimaksud,dengankatalainpemidanaanlebihditujukan

untuk membuatpelaku kejahatan menjadilebih baik dari

sebelumnya,olehkarenanyabukanlahlamanyapemidanaan

diharapkanolehHakim padadiriAnakakantetapikualitasdari

pemidanantersebut.

Terkait dengan kasus Anak maka Majelis Hakim

mengacupadaUU No.23tahun2002JoUU No.35tahun

2014 tentang Perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang

PerlindunganAnakJo.Undang-UndangNo.11tahun2012

mensyaratkanbahwasetiaptindakanmaupunkeputusanyang

menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah,

masyarakat,badan Legislatifdan badan Yudikatif,maka



71

kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi

pertimbanganutama.

Makasebagaibentukpemberianefekjeraatastindak

pidanayangdilakukannyasertatetapmengedepankanhak-

hak sebagaipelaku tindak pidana dan memberikan rasa

keadilanterhadapkorban,sehinggaHakim akanmenjatuhkan

pidanasebagaimanadimaksuddalam Pasal71ayat(1)huruf

e Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012

tentangSistem PeradilanPidanaAnak,dimanapidanapenjara

dimaksud adalah penjara yang seringan-ringannya

sebagaimanaazasultimum remedium dandijatuhkanhanya

Untukwaktuyangsingkatsebagaisatubentukperlindungan

terhadapkepentinganterbaikanak.

4.3.2 PertimbanganSosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya Hakim dalam

menjatuhkan pidana didasarkan pada latarbelakang social

terdakwadanmemperhatikanbahwapidanayangdijatuhkan

mempunyaimanfaatbagimasyarakat.42Dalam PutusanHakim

Perkara Nomor:13/pid.sus-Anak/2019/PN GTO,hal-halyang

termasukdalam pertimbanganHakim antaralain:

A)Halyangmemberatkan:

42Sudarto,1986,KapitaSelektaHukum Pidana,Bandung:Alumni,hlm.67.
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1.AkibatkecelakaantersebutmengakibatkanKorbanLuka

Berat

B)Halyangmeringankan:

1.Terdakwaanakberperilakusopandipersidangandan

mengakui perbuatannya sehingga memperlancar

jalannyapersidangan;

2.Terdakwa anak merasa bersalah, menyesali

perbuatannyadanberjanjitidakakanmengulanginyalagi;

3.Terdakwaanakmasihdapatdiharapkanuntukmerubah

sikapperilakunya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim

menjatuhkanPutusanbahwa,karenadasaryuridisPasal310

ayat(3)Undang-undangNomor22Tahun2009tentangLalu

lintas dan Angkutan jalan dinyatakan bahwa terdakwa anak

terbuktisecarasahdanmenyakinkanbersalahmelakukantindak

pidanakecelakaanlalulintasyangmengakibatkankorbanluka

beratsebagaimanadimaksuddalam Pasal229ayat(4),dipidana

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan/atau denda

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). dengan

mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan sosiologis

terdakwa, maka Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo

menjatuhkanpidanakepadaterdakwaolehkarenaitudengan
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pidanapenjara7 (tujuh)bulan.pidanaitutentunyajauhdari

pidanamaksimal5(lima)tahunpenjara.Sebagaimanadimaksud

dalam pasal79ayat(3)Undang-undangSistem PeradilanPidana

Anakdisebutkanbahwaminimum khususpidanapenjaratidak

berlakuterhadapanak.Pidanapenjarasebagaimanadimaksud

dalam Pasal71ayat(1)hurufe,dimanapidanapenjarayang

dimaksudadalahpenjarayangseringan-ringannyasebagaiasas

Ultimum Remedium dan dijatuhkan hanya untuk waktu yang

singkatsebagaisatubentukperlindunganterhadapkepentingan

terbaikAnak.DandendasabagaimanadimaksudpadaPasal71

ayat(3)menyebutkan bahwa apabila dalam hukum materil

diancam pidan kumulatifberupa penjara dan denda,pidana

dendadigantidenganPelatihankerja.

AnalisisPenulis:

Suatuprosesperadilanberakhirdenganputusanakhir(vonis)yang

didalamnya terdapatpenjatuhan sanksipidana (penghukuman),dan

didalam putusanituhakim menyatakanpendapatnyatentangapayang

telah dipertimbangkan dan apa yang menjadiamarputusannya.Dan

sebelum sampaipada tahapan tersebut,ada tahapan yang harus

dilakukan sebelumnya,yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan

pidanaterhadapterdakwa.

Dalam menjatuhkanpidana,Hakim berdasarkanpada2(dua)alat
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buktiyangsahyangkemudiandari2(dua)alatbuktitersebutHakim

memperoleh keyakinan bahwa tindakpidana yang didakwakan benar-

benarterjadidan terdakwalah yang melakukannya haltersebutdiatur

dalam Pasal183KUHP.

Yang perlu dilakukan oleh Hakim juga adalah untuk dapat

dipidananya si terdakwa, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang

dilakukannya itu memenuhiunsur-unsuryang telah ditentukan dalam

Undang-undang.dilihat darisudut terjadinya tindakan yang dilarang,

seseorangakandipertanggungjawabkanatastindakan-tindakantersebut,

apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan

pembenaratau peniadaan sifatmelawan hukum untuk pidana yang

dilakukannya.Dandilihatdarisudutkemampuanbertanggungjawabmaka

hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat

dipertanggungjawabkanatasperbuatannya.

Berdasarkanhaltersebutmakapertanggungjawabanpidanaatau

kesalahanmenurutHukum pidana,terdiridari:

1)Kemampuanbertanggungjawabataudapatdipertanggungjawabkan

darisipembuat.

2)Adanyaperbuatanmelawanhukum yaitusuatusikapsipelakuyang

berhubungandengankelakuannyayaitu:

a)Disengaja,

b)Sikapkuranghati-hatiataulalai.
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3)Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan

pertanggungjawabanpidana.

Berikutuntukmenentukandapattidaknyasesorangdijatuhipidana

adalahapakahterdapatalasanpembenarataualasanpemaaf.Setelah

memperhatikanamarputusan,terlihatbahwahakim dalam menjatuhkan

putusanpadaterdakwaterhadapperkaraNo:13/pid.sus-anak/2019/pngto

menuruthakim sudahadil.Dasarpertimbanganhakim dalam menjatuhkan

putusan didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didepan

persidangandanolehUndang-undangyangtelahditetapkansebagaihal

yang dimaksud tersebut diantaranya adalah keterangan terdakwa,

keterangansaksi,barangbuktidanunsur-unsurdelikyangdidakwakan

ditambahdenganhakim harusmenyakiniapakahterdakwamelakukan

perbuatanpidanaatautidaksebagaimanayangtermuatdalam unsur-

unsurtindakpidanayangdidakwakankepadanya.

Berdasarkan putusan No:13/pid.sus-anak/2019/pn gto bahwa

putusantersebutdijatuhkanberdasarkanatasfakta-faktayangterungkap

dipersidangan,haltersebutyang menjadidasarpertimbangan Majelis

Hakim untukmenjatuhkanputusanpadaperkaratersebutterdakwadijerat

dengantindakpidanakelalaianlalulintaspadapasal310ayat(3)Undang-

undangNomor22Tahun2009tentangLaluLintasdanAngkutanJalan.

HasilwawancarapenulisbersamasalahsatuHakim diPengadilanNegeri

Gorontalobeliaumenerangkanbahwaapabilakasustersebutmenyangkut

anakmakasecaraformilnyamengacupadaUndang-undangNomor11
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tahun2011tentangSistem PeradilanPidanaAnak.Dimanapadapasal79

ayat(3)Undang-undangSistem PeradilanPidanaAnakdisebutkanbahwa

minimum khususpidanapenjaratidakberlakuterhadapanak,Pasal71

ayat(3)menyebutkan bahwa apabila dalam hukum materildiancam

pidanakumulatifberupapenjaradandenda,pidanadendadigantidengan

Pelatihankerja.SertaPidanapenjarasebagaimanadimaksuddalam Pasal

71ayat(1)hurufe,dimanapidanapenjarayangdimaksudadalahpenjara

yangseringan-ringannyasebagaiasasUltimum Remedium dandijatuhkan

hanya untuk waktu yang singkatsebagaisatu bentuk perlindungan

terhadapkepentinganterbaikAnak.

MajelisHakim jugamenimbangbahwaapakahadaalasanyang

dapatmenjadialasanpemaafmaupunalasanpembenar.Namun,pada

perkarainitidakditemukandasaruntukmenghapuskanpidanaatasdiri

terdakwa. Oleh karena itu tedakwa dinyatakan harus dapat

mempertanggung jawabkan perbuatanya.Berdasarkan hal-haltersebut

diatas dan disertaifakta-fakta yang terungkap dipersidangan,serta

tuntutanpidanapenuntutumum danancamanpidanadaridelikyang

bersangkutan, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan

berpendapatbahwapidanayangdiputuskantersebutsudahpantasdan

sesuaidenganrasakeadilan.
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BABV

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka

kesimpulanpenelitianiniadalahsebagaiberikut:

1.PenerapanPidanaterhadapanakyangmelakukanpelanggaranlalu

lintas yang menyebabkan Luka berat, Hakim harus

mempertimbangkan segala halyang menyangkutanaktersebut

sepertikeadaananak,keadaankeluarga,keadaanlingkungan,dan

jugalaporandarilembagakemasyarakatansetempat.Danuntuk

sanksi dapat dikenakan sanki pidana dan sanksi tindakan.

Penerapannyasendiriharusdibedakandenganpenerapansanksi

terhadaporangdewasa.Padakasuskecelakaandiatas,olehHakim
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diputuskanmelaluiAsazUltimum Remedium bahwahukum pidana

hendaklahdijadikanupayaterakhirdalam penegakanhukum.Dan

dijatuhkan hanya waktu yang singkat sebagaisuatu bentuk

perlindunganterhadapkepentinganterbaikAnak.

2.Pertimbanganhukum dalam menjatuhkanpidanaterhadapanak

yangmenyebabkankecelakaanlalulintasdengankorbanlukaberat

dalam PutusanNomor:13/pid.sus-anak/2019/PNGTOberdasrkan

Pasal310Ayat(3)Undang-undangNomor22tahun2009tentang

LalulintasdanAngkutanjalan.Berdasarkanpertimbanganyuridis,

fakta-faktapersidangan,keteranganparasaksidanalatbuktiserta

hal-halyang meringankan dan memberatkan terdakwa menjadi

bahanpertimbanganHakim dalam mengambilkeputusandalam

persidanganmakamelaluiamarputusannyahakim menetapkan

terdakwa Anak (nama disamarkan) terbuktisecara sah dan

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap yang

mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya

mengakibatkankecelakaanlalulintas dengankorbanlukaberat”

terdakwa dijatuhipidana yang dipandang adildan memberikan

kepastianhukum.

5.2.Saran

1.Dalam menanganiperkaraanaksepanjangmemungkinkanharus

dapatmelakukandiversidanrestorativejusticelebihbanyaklagi
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sehingga hak-hak sebagaianak tetap terpenuhidengan tidak

melakukanhukum formalterhadapanakyangmelakukantindak

pidana.

2.Kiranyahakim jugaharusmemperhatikanpulaseginonyuridisdari

korbandanterdakwa.Hakim haruslebihpekauntukmelihatfakta-

faktadansecarategasdapatmemberikandampakdarikedua

pihakyakniterdakwadankorbanagarmenjadipembelajaranserta

masyarakatsekitarataupun tidak mengulangikelalaian dalam

kecelakaanlalulintasyangmengakibatkanlukaberat.
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